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BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR      71   TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (8) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 

199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian 

Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan 

Rincian Dana Desa Setiap Desa, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 

Desa Tahun Anggaran 2019; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2019; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian 

Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan 

Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1884); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
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9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2019; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 

8); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 

11); 

12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2018 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2018 Nomor 66). 

 

  MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Situbondo. 

3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi 

sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi 

belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, 

kualitas hidup manusia serta mengalami 

kemiskinan dalam berbagai bentuknya.  

8. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang 

mengalami kerentanan karena masalah bencana 

alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial 

sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi 

sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta 

mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.  

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan 

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  

10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, 

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya 

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, 

dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan 

kegiatan yang didahulukan dan diutamakan 

daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai 

dengan Dana Desa.  

12. Produk unggulan desa dan produk unggulan 

kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, 

memperkuat dan memperluas usaha-usaha 

ekonomi yang difokuskan pada satu produk 

unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-

Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.  
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13. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh 

pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat 

dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu 

pendek untuk usianya.  

14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan 

oleh Menteri Dalam Negeri. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang 

selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang 

diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKUD adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung 

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD 

adalah rekening tempat penyimpanan uang 

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 

penerimaan desa dan digunakan untuk membayar 

seluruh pengeluaran desa pada bank Pemerintah 

yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

19. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM 

Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola 

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

20. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 

memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan 

sebagian fungsi Kuasa BUN. 
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  BAB II 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal 2 

 

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten 

Situbondo Tahun Anggaran 2019,  dialokasikan secara 

merata dan berkeadilan berdasarkan:  

a. Alokasi Dasar;  

b. Alokasi Afirmasi; dan 

c. Alokasi Formula. 

 

  Pasal 3 

 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per 

kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah 

ditetapkan dalam  lampiran Peraturan Presiden Nomor 

129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. 

 

  Pasal 4 

 

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa 

Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi. 

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai ketentuan 

perundangan yang berlaku. 

 

  Pasal 5 

 

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, 

angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan 

geografis yang bersumber dari kementerian yang 

berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang statistik. 

 

  Pasal 6 

 

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan 

formula sebagai berikut: 
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AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * 

Z4)} * AF Kab/Kota 

Keterangan: 

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa 

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa 

terhadap total penduduk Desa 

Kabupaten Situbondo 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap 

Desa terhadap total penduduk miskin 

Desa kabupaten Situbondo 

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap 

total luas wilayah Desa kabupaten 

Situbondo 

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG 

Desa kabupaten Situbondo 

AF Kab     =  Alokasi Formula Kabupaten Situbondo 

 

  Pasal 7 

 

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati 

berdasarkan data dari kementerian yang berwenang 

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintah di bidang statistik. 

 

  Pasal 8 

 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di 

Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 dan Kertas 

Kerja Penghitungan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten 

Situbondo Tahun Anggaran 2019 tersebut dalam 

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

  BAB III 

PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 9 

 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 

pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. 

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa 

diterima di RKUD dan persyaratan penyaluran telah 

dipenuhi. 
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(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling 

lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% 

(dua puluh persen); 

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling 

lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% 

(empat puluh persen): dan 

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% 

(empat puluh persen). 

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I 

dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan 

Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa. 

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II 

dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan 

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa. 

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III 

dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan 

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sampai dengan tahap II dari Kepala Desa. 

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata 

realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% 

(tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian 

output menunjukkan paling kurang sebesar 50% 

(lima puluh persen). 

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata 

persentase capaian output dari seluruh kegiatan. 

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan 

capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi 

data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, 

volume output, cara pengadaan, dan capaian output. 

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan 

input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel 

referensi data dengan mengacu pada peraturan yang 

diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait. 
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  BAB IV 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 10 

 

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk 

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di 

bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

(2) Dana Desa yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan desa yang ditujukan untuk 

peningkatan kualitas hidup, peningkatan 

kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta 

peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa dengan 

prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

desa, yang meliputi antara lain: 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk 

pemenuhan kebutuhan :  

1. lingkungan pemukiman;  

2. transportasi;  

3. energi; dan  

4. informasi dan komunikasi.  

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial 

dasar untuk pemenuhan kebutuhan:  

1. kesehatan masyarakat; dan  

2. pendidikan dan kebudayaan.  

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana ekonomi 

masyarakat Desa meliputi :  

1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;  

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif 

meliputi aspek produksi, distribusi dan 

pemasaran yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk 

unggulan Desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan; dan  

3. usaha ekonomi non pertanian berskala 

produktif meliputi aspek produksi, distribusi 

dan pemasaran yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk 

unggulan Desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan.  
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d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana lingkungan 

untuk pemenuhan kebutuhan :  

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan 

konflik sosial; 

2. penanganan bencana alam dan bencana 

sosial; dan  

3. pelestarian lingkungan hidup.  

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 

dan diputuskan melalui musyawarah Desa. 

f. Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak 

kerdil (stunting) meliputi:  

1. penyediaan air bersih dan sanitasi; 

2. pemberian makanan tambahan dan bergizi 

untuk balita; 

3. pelatihan pemantauan perkembangan 

kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;  

4. bantuan posyandu untuk mendukung 

kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu 

hamil atau ibu menyusui; 

5. pengembangan apotik hidup desa dan produk 

hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi 

ibu hamil atau ibu menyusui;  

6. pengembangan ketahanan pangan di Desa; 

dan  

7. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya 

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa.  

g. Kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk 

unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa 

dan/atau BUMDesa Bersama, embung/ 

penampungan air kecil lainnya, serta sarana 

olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa. 

h. Pelaksanaan program dan kegiatan padat karya 

tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi 

masyarakat desa yang menganggur, setengah 

menganggur, keluarga miskin, dan stunting. 
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(3) Dana Desa yang digunakan untuk membiayai 

kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa 

yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk 

kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa 

dengan mendayagunakan potensi dan 

sumberdayanya sendiri, yang meliputi antara lain : 

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan Desa; 

b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang 

dilaksanakan di Desa setempat; 

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa; 

d. pengembangan ketahanan keluarga; 

e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi 

Desa melalui pengembangan kapasitas dan 

pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) 

dan perangkat keras (hardware) komputer untuk 

pendataan dan penyebaran informasi 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

Desa yang dikelola secara terpadu; 

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial 

dasar di bidang pendidikan, kesehatan, 

pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan 

perempuan dan anak, serta pemberdayaan 

masyarakat marginal dan anggota masyarakat 

Desa penyandang disabilitas; 

g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian 

lingkungan hidup; 

h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana 

alam dan konflik sosial serta penanganannya; 

i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha 

ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa 

dan/atau BUMDesa Bersama; 

j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh 

kelompok masyarakat, koperasi dan/atau 

lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; 

k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk 

kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteran 

masyarakat; 
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l. penerapan teknologi tepat guna untuk 

pendayagunaan sumberdaya alam dan 

peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala 

produktif; 

m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja 

sama Desa dengan pihak ketiga; dan 

n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya 

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan melalui musyawarah Desa. 

(4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai 

kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas 

penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan 

Desa mengenai APBDesa. 

 

  Pasal 11 

 

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 

berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan 

oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari 

Dana Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 

diutamakan dilakukan secara swakelola dengan 

menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga 

kerja dari masyarakat Desa setempat. 

 

  Pasal 12 

 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan 

Dana Desa. 

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan 

atas penggunaan Dana Desa. 

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 
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  BAB V 

PELAPORAN DANA DESA 

Pasal 13 

 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap 

tahap penyaluran kepada Bupati. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa 

dari Kepala Desa;  

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan 

capaian output Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya dari Kepala Desa; dan 

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan 

capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling 

lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling 

lambat tanggal 7  tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output 

setelah batas waktu penyampaian laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 

Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran 

capaian output kepada Bupati. 

 

  BAB VI 

SANKSI 

Pasal 14 
 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 

ayat (5); 

b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); 

dan/atau 

c. ada rekomendasi dari aparat pengawas fungsional 

daerah. 
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(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 

penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 

berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun 

anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang 

akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana 

Desa tahap II tidak dilakukan. 

(4) Apabila sampai dengan minggu pertama bulan Juni 

tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD 

tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 

30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang 

ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di 

RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan 

kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c disampaikan oleh aparat pengawas 

fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau 

telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau 

penggunaan Dana Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan 

kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan 

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

 

  Pasal 15 

 

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang 

ditunda dalam hal : 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah 

diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

kurang dari atau sama dengan 30%; dan 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 

daerah. 
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(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf 

a dan huruf c berlangsung sampai dengan 

berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat 

disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa 

di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang 

bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda 

penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling lambat akhir bulan November tahun anggaran 

berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam 

rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di 

RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 

rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan 

penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni 

tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan 

permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang 

belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun 

anggaran berjalan. 

 

  Pasal 16 

 

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana 

Desa apabila setelah dikenakan sanksi penundaan 

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana 

Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran 

Dana Desa tahun anggaran berikutnya. 

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa. 
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  BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

 

 

Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal 28 Des 2018 

BUPATI SITUBONDO, 

ttd 

 

 

DADANG WIGIARTO 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 28 Des 2018 

  SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SITUBONDO, 

 ttd 

 

 

         SYAIFULLAH        

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 N0M0R 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 
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LAMPIRAN  Peraturan Bupati Situbondo 

 Tanggal : 28 Des 2018 
Nomor :    72     Tahun 2019 

 

I. RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN 

SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2019 

 

1. Kecamatan : Jatibanteng 

No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 

1 Pategalan 1.220.777.000  

2 Semambung 1.009.340.000  

3 Sumberanyar 878.536.000  

4 Jatibanteng 926.035.000  

5 Curahsuri 917.683.000  

6 Wringinanom 882.771.000  

7 Kembangsari 1.224.743.000  

8 Patemon 967.611.000  

Total 8.027.496.000  

 
 

2. Kecamatan : Besuki  

No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 

1 Widoropayung 1.183.852.000  

2 Sumberejo 921.587.000  

3 Jetis 1.154.371.000  

4 Blimbing 1.158.149.000  

5 Langkap 1.008.555.000  

6 Bloro 973.686.000  

7 Pesisir 1.308.471.000  

8 Kalimas 1.001.843.000  

9 Besuki 1.673.936.000  

10 Demung 934.818.000  

Total 11.319.268.000  
  

3. Kecamatan : Suboh  

No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 

1 Cemara 935.038.000  

2 Mojodungkul 875.284.000  

3 Gunung Malang 1.019.346.000  
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4 Gunung Putri 1.452.516.000  

5 Suboh 940.361.000  

6 Dawuan 911.988.000  

7 Buduan 1.086.266.000  

8 Ketah 980.266.000  

Total 8.201.065.000  

  
 

4.   Kecamatan : Mlandingan  

No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 

1 Alasbayur 886.829.000  

2 Sumberanyar 872.056.000  

3 Campoan 894.020.000  

4 Trebungan 886.294.000  

5 Sumber Pinang 843.333.000  

6 Selomukti 1.097.754.000  

7 Mlandingan Kulon 858.935.000  

Total 6.339.221.000  

   
 

5.   Kecamatan : Kendit  

No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 

1 Bugeman 916.987.000  

2 Kendit 932.853.000  

3 Balung 1.049.344.000  

4 Tambak Ukir 1.276.773.000  

5 Rajekwesi 975.832.000  

6 Kukusan 956.700.000  

7 Klatakan 1.148.143.000  

Total 7.256.632.000  

 

6.   Kecamatan : Panarukan 
 

No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 

1 Paowan 1.027.376.000  

2 Sumberkolak 1.161.868.000  

3 Wringinanom 896.939.000  

4 Kilensari 1.071.905.000  

5 Peleyan 888.284.000  

6 Alasmalang 843.361.000  
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7 Duwet 886.334.000  

8 Gelung 845.888.000  

Total 7.621.955.000  

  
 

7.   Kecamatan : Situbondo  

No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 

1 Kalibagor 940.198.000  

2 Katokan 930.257.000  

3 Talkandang 994.122.000  

4 Olean 1.032.064.000  

Total 3.896.641.000  

   

8.   Kecamatan : Panji  

No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 

1 Sliwung 935.160.000  

2 Battal 904.260.000  

3 Klampokan 893.874.000  

4 Juglangan 854.670.000  

5 Panji Kidul 949.208.000  

6 Panji Lor 849.741.000  

7 Tokelan 808.696.000  

8 Curah Jeru 1.008.850.000  

9 Tenggir 974.237.000  

10 Kayu Putih 861.485.000  

Total 9.040.181.000  

 

9.   Kecamatan : Mangaran 
 

No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 

1 Tanjung Glugur 858.973.000  

2 Mangaran 858.451.000  

3 Tanjung Kamal 987.622.000  

4 Semiring 929.892.000  

5 Tanjung Pecitan 926.863.000  

6 Trebungan 1.177.433.000  

Total 5.739.234.000  

  
 

10.   Kecamatan : Kapongan  
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No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 

1 Kandang 987.136.000  

2 Curahcottok 876.564.000  

3 Peleyan 936.610.000  

4 Wonokoyo 872.294.000  

5 Sletreng 994.108.000  

6 Landangan 892.653.000  

7 Kapongan 816.554.000  

8 Kesambirampak 860.231.000  

9 Gebangan 924.246.000  

10 Pokaan 917.584.000  

Total 9.077.980.000  

  
 

11.   Kecamatan : Arjasa  

No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 

1 Kayumas 1.355.648.000  

2 Bayeman 891.893.000  

3 Ketowan 1.014.696.000  

4 Kedungdowo 912.370.000  

5 Jatisari 1.382.531.000  

6 Curahtatal 1.251.421.000  

7 Arjasa 878.750.000  

8 Lamongan 923.337.000  

Total 8.610.646.000  

  
 

12.   Kecamatan : Jangkar  

No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 

1 Sopet 1.236.000.000  

2 Curahkalak 858.401.000  

3 Palangan 1.006.532.000  

4 Jangkar 1.174.771.000  

5 Gadingan 838.266.000  

6 Kumbangsari 861.448.000  

7 Pesanggrahan 887.848.000  

8 Agel 943.811.000  

Total 7.807.077.000  

  
 

13.  Kecamatan : Asembagus  
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No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 

1 Kedunglo 1.074.324.000  

2 Bantal 1.047.527.000  

3 Awar-awar 879.782.000  

4 Perante 926.347.000  

5 Trigonco 842.927.000  

6 Kertosari 1.001.985.000  

7 Mojosari 1.039.279.000  

8 Asembagus 976.564.000  

9 Gudang 848.605.000  

10 Wringinanom 1.028.417.000  

Total 9.665.757.000  

  
 

14.   Kecamatan : Banyuputih 

No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 

1 Wonorejo 901.675.000  

2 Sumberanyar 2.102.266.000  

3 Sumberejo 1.161.179.000  

4 Banyuputih 1.088.563.000  

5 Sumberwaru 1.157.524.000  

Total 6.411.207.000  

  
 

15.   Kecamatan : Sumbermalang 

No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 

1 Tamankursi 1.162.288.000  

2 Sumberargo 905.009.000  

3 Tamansari 1.140.097.000  

4 Kalirejo 1.135.298.000  

5 Baderan 1.045.460.000  

6 Alastengah 956.725.000  

7 Taman 1.002.519.000  

8 Tlogosari 1.341.609.000  

9 Plalangan 1.181.303.000  

Total 9.870.308.000  

 

 

 

  

 

16.   Kecamatan : Banyuglugur 

No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 
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1 Lubawang 1.278.813.000  

2 Kalisari 1.334.709.000  

3 Tepos 890.637.000  

4 Selobanteng 938.640.000  

5 Banyuglugur 921.779.000  

6 Telempong 873.170.000  

7 Kalianget 1.366.122.000  

Total 7.603.870.000  

  
 

17.   Kecamatan : Bungatan  

No Nama Desa Pembulatan (Rp.) 

1 Patemon 944.290.000  

2 Sumber Tengah 943.998.000  

3 Selowogo 986.590.000  

4 Mlandingan Wetan 901.355.000  

5 Bungatan 992.424.000  

6 Bletok 879.681.000  

7 Pasir Putih 1.019.582.000  

Total 6.667.920.000  

Total Keseluruhan 133.156.458.000  

 

 

 


